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Pelibatan partisipasi masyarkat dalam pembentukan undang-undang masih menjadi sekedar pemenuhan
formil belaka. Partisipasi masyarakat belum benar-benar dimaknai sebagai sesuatu yang harus didengarkan
dan dipertimbangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV 111/2020 tentang pengujian formil
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta K erja kemudian melakukan suatu penemuan hukum
baru. bahwasannya pemaknaan partisipasi harus dimaknai sebagai hak untuk didengarkan pendapatnya
(right to be heard),hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Sehingga
penting untuk merumuskan suatu kebijakan yang tepat untuk menghadirkan partisipasi yang bermakna
dalam pembentukan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjabaran dari amanah
putusan Mahkamah Konstitus tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan partisipasi publik di semua
tahapan. Mulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan dan tahapan
pengesahan serta penetapan undang-undang. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut tentunya
tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan UUD 1945. Artinya sistem yang akan dibangun dalam desain
keterlibatan yang bermakna adalah memungkinkan setiap tahapan yang dilakukan pada pos-pos lembaga
pembentuk undang-undang, memberikan legal standing bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan
masukan tersebut dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

...... The involvement of the community's participation in the formation of laws is still a mere fulfillment for
miles. Community participation has not really been interpreted as something that must be listened to and
considered. Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XV111/2020 regarding the review of the
law form no. 11 of 2020 concerning Job Creation and then made a new legal discovery. that the meaning of
participation must be interpreted as the right to have one's opinion heard (the right to be heard), the right to
have his’her opinion considered (the right to be considered) and the right to get an explanation or answer to
the opinion given (the right to be explained). So it isimportant to formulate an appropriate policy to bring
about meaningful participation in the formation of laws. The results of this study indicate that the
elaboration of the mandate of the Constitutional Court's decision can be carried out by presenting public
participation at all stages. Starting from the planning stage, drafting stage, discussion stage and the stage of
ratification and stipulation of laws. Community involvement in each of these stages of course remains on the
path that has been determined by the 1945 Constitution. That is, the system to be built in a meaningful
involvement design isto allow every stage carried out at the posts of law-making institutions to provide
legal standing for the community to provide input and input is considered seriously and with full
responsibility
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